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ABSTRAK 

 

Sonia Salsal Bilah 2025 :  Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Upah  

Mengupah Pembersihan Kandang Sapi di Kelurahan 

Kandis Kota 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi praktik upah mengupah dalam pengelolaan 

kebersihan kandang sapi di Kelurahan Kandis, yang dilakukan oleh Bapak Abdul 

Karim. Metode pembayaran upah dengan menggunakan kotoran sapi sebagai 

imbalan. Untuk itu dirumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktik 

upah mengupah dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik upah-mengupah 

pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota. Jenis 

penelitian ini ialah penulisan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini memiliki 

informan 6 orang,  1 pemilik kandang sapi dan 5 orang pekerja. Teknik analisis 

data yaitu deskriptif kualitatif.  Dalam penelitian yang dilakukan di Kelurahan 

Kandis Kota, ditemukannya kasus praktek upah mengupah pembersihan kandang 

sapi yang mana memakai sistem upah mengupah yang sudah sejak lama tidak 

berbentuk uang melainkan berbentuk hasil pengumpulan kotoran hewan. Praktik 

upah-mengupah pembersihan kandang sapi oleh Bapak Abdul Karim dapat 

dianalisis dalam perspektif fiqih muamalah dengan mempertimbangkan berbagai 

pandangan ulama. Mayoritas ulama memperbolehkan pemanfaatan barang najis, 

seperti kotoran hewan untuk pupuk. Namun, terkait jual beli atau upah, 

pendekatan yang diambil harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat 

setempat, kemaslahatan, dan pandangan fiqih yang relevan. Praktik tersebut dapat 

dibenarkan sebagai bentuk pemberian jasa, bukan semata-mata jual beli barang 

najis, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan lokal 

masyarakat. Ditinjau dari Hukum Islam sistem yang sudah lama ini menjadi suatu 

kebiasaan bagi mereka, sesuai dengan hukum  Islam, sebagaimana berdasarkan 

dari al-urf (adat istiadat) apabilah suatu kebiasaan itu dianggap baik, tidak 

menyalahi ketentuan akidah dan syariat Islam dan menjadi hal kebiaasan itu bisa 

dikatakan urf shahih. 

 

Kata kunci: Praktik Upah, Pembersihan Kandang Sapi, Fiqih Muamalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah 

ijarah, ijarah secara etimologi berasal dari kata al- ajru yang berarti al- iwad.
1
 

penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala di namai 

juga al-ajru. Karena itu lafaz ijarah, oleh karena itu kata ijarah mempunyai 

pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau 

imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.  

Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran 

manfaat sesuatu dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal 

ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain 

dari benda itu sendiri. Disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang 

berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. seperti yang 

dijelaskan dari riwayat para ulama yang dikutip dari buku Fiqh Muamalah 

Hendi Suhendi.
2
 

Tujuan dari tinjauan ini tidak hanya untuk mengevaluasi kelayakan 

praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, tetapi juga untuk memperbaiki 

dan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana ekonomi seharusnya 

dijalankan dalam pandangan agama. Hal ini mencakup pertimbangan tentang 

adilnya upah yang diterima oleh pekerja, hak dan kewajiban mereka, serta 

pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

                                                 
1
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114 

2
 Ibid, h. 114 



 

 

 

2 

Pentingnya tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik ini tidak hanya 

dalam konteks agama, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang 

berkelanjutan dan beradab. Kesejahteraan ekonomi tidak boleh terlepas dari 

nilai-nilai moralitas dan etika. Oleh karena itu, melalui analisis ini, kita dapat 

memperkuat hubungan antara agama Islam dan kehidupan sehari-hari, 

termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti pembersihan kandang sapi.
3
 

Selain itu, praktik upah-mengupah pembersihan kandang sapi juga 

mencerminkan tanggung jawab sosial yang lebih luas, baik terhadap pekerja, 

ternak, maupun lingkungan. Dengan memperhatikan aspek ini dalam tinjauan 

muamalah, kita dapat memastikan bahwa praktik ekonomi tidak hanya 

menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga mencakup kepentingan yang lebih 

besar dalam masyarakat. 

Sebagai bagian dari pendekatan holistik terhadap ekonomi dalam 

Islam, tinjauan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan hubungan 

yang kompleks antara agama, ekonomi, dan moralitas. Dengan memperkuat 

prinsip-prinsip muamalah dalam praktik sehari-hari seperti upah mengupah 

pembersihan kandang sapi, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih adil, 

berkelanjutan, dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan. 

Dengan demikian, pendahuluan ini menyoroti kompleksitas dan 

relevansi praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi dari sudut 

pandang fiqih muamalah dalam Islam. Melalui tinjauan ini, kita dapat 

memahami peran penting agama dalam membimbing praktik ekonomi sehari-

                                                 
3
 Arifin Hamid, Fiqh dan Ekonomi Keuangan Syariah., (Yogyakarta: Trust Media 

Publishing, 2015), h. 95. 
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hari dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan moral dan 

sosial yang lebih besar. 

Adapun definisi upah dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 terkait 

dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah 

ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh 

yang ditetapkan dan di bayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah 

atau akan dilakukan”.
4
 

Sedangkan dalam PP No. 5 Tahun 2003 juga menjelaskan terkait 

dengan upah, yang berbunyi: “upah memiliki hak pekerja yang diterima dan 

dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja 

atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan 

berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.
5
 

Menurut Hanafiah, yang di kutib dari buku Fiqh Ahmad Wardi 

Muslich rukun ijarah itu hanya satu, ijab dan qabul, yakni pernyataam dari 

orang yang menyewa. Lafal yang digunakan adalah lafal ijarah, isti’jar, iktira, 

dan ikra’. 
6
 

                                                 
4
 Dian Ferricha, Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam 

Mengenai Upah Syariah (Tulungagung: State Islamic Institute of Tulungagung, 2015). H. 30 

 
5
 Nur Aksin, Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam). Jurnal 

Meta Yuridis,  Volume 1 No.2, 2018, h. 74. 
6
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 320 
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Upah mengupah ini banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, 

maka dari itu pada kenyataannya sesuai dengan Observasi peneliti di 

Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, melihat   orang 

orang yang melakukan sistem pengupahan pembersihan kandang sapi 

menggunakan sistem yang sudah ada sejak dahulu, yaitu sistem upahnya tidak 

berbentuk uang melainkan berbentuk hasil dari pengumpulan kotoran sapi 

yang nantinya akan dijual oleh sipembersihan kandang,nah berapa uang yang 

di dapat atas hasil kotoran yang dijual,segitulah uang yang diterima oleh 

sipembersih kandang sapi,tidak ada sistem bagi dua,semuannya utuh untuk 

sipembersih kandang. 

Praktik upah mengupah dalam pengelolaan kebersihan kandang sapi di 

Kelurahan Kandis, yang dilakukan oleh Bapak Abdul Karim, menghadirkan 

beberapa isu penting terkait aspek fiqih muamalah. Salah satu permasalahan 

yang perlu dicermati adalah metode pembayaran upah yang dilakukan dengan 

menggunakan kotoran sapi sebagai imbalan. Penggunaan kotoran sapi ini 

menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan dan nilai ekonomisnya sebagai 

alat pembayaran. Dalam fiqih muamalah, setiap transaksi harus menggunakan 

alat pembayaran yang sah dan bermanfaat; oleh karena itu, perlu dievaluasi 

apakah kotoran sapi dapat dianggap sebagai barang yang memiliki nilai guna 

dan diterima secara umum dalam masyarakat.  

Selain itu, pembayaran dalam bentuk ini dapat berpotensi menimbulkan 

ketidakpuasan di kalangan pekerja, terutama jika mereka merasa tidak 

diuntungkan. Dalam pandangan fiqih, penting untuk memastikan bahwa upah 



 

 

 

5 

yang diterima adalah sesuatu yang dihargai oleh pihak penerima. Terkait 

dengan ketentuan syariah, perlu dianalisis apakah sistem pembayaran yang 

dilakukan oleh Bapak Abdul Karim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

ditetapkan dalam fiqih muamalah. Selain itu, penggunaan kotoran sapi sebagai 

upah juga dapat berpotensi menimbulkan sengketa antara pemberi kerja dan 

pekerja, terutama jika terjadi perbedaan persepsi mengenai nilai kotoran yang 

diterima. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis 

yang mendalam mengenai praktik upah mengupah dengan mempertimbangkan 

aspek fiqih muamalah serta memberikan rekomendasi yang sesuai untuk 

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keadilan dalam transaksi di sektor 

peternakan.
 7

   

Permasalahan di atas adanya penyimpangan dalam pelaksanaan upah 

mengupah pembersihan kandang sapi yaitu sistem pengupahannya memakai 

sistem yang ada sejak dahulu yaitu upah yang tidak berbentuk uang melainkan 

berbentuk hasil dari pengumpulan kotoran sapi yang nantinya akan dijual oleh 

sipembersihan kandang. dan termasuk pelanggaran akad ijarah (upah 

mengupah), berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik ingin meneliti 

dan mengkaji lebih dalam maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk 

dijadikan judul proposal skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah 

terhadap Praktik Upah Mengupah Pembersihan Kandang Sapi Bapak 

Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota”  

                                                 
7
 Asep, Masyarakat Desa Kuntu, Wawancara , Kuntu tanggal 5 Mei 2022 
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Penulis memilih melakukan penelitian ini di Kelurahan Kandis Kota 

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dikarenakan ada kasus yang terjadi dalam 

perihal upah mengupah, selanjutnya penulis memilih pelaksanaan sistem upah 

mengupah ini karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk 

mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah yang selama ini 

terjadi. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan di 

sesuaikan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi 

penelitian ini tentang praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi 

Bapak Abdul Karim ditinjau dari fiqih muamalah di Kelurahan Kandis Kota 

Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi Bapak Abdul 

Karim di Kelurahan Kandis Kota? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik upah-mengupah 

pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota? 

 

D. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan penelitian adalah pencarian pengetahuan atau lebih tepatnya 

pengetahuan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar berguna untuk 
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menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu
8
. Kegunaan penelitian 

adalah untuk menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri dan dampak dari 

tercapainya tujuan. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi 

bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis 

Kabupaten Siak. 

b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap 

praktik upah mengupah pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim 

di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. 

c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam praktik upah-

mengupah pembersihan kandang sapi bapak Abdul Karim di 

Kelurahan Kandis Kota 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk mengetahui terjadinya praktik upah mengupah pembersihan 

kandang sapi bapak Abdul Karim di Kelurahan Kandis Kota 

Kabupaten Siak. 

b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah 

(Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah 

mengupah pembersihan kandang sapi. 

c. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukkan bagi para pembaca dan referensi penelitian 

                                                 
    

8
 Sofyan, Metode Penelitian Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), cet. Ke-

1 h. 6 
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lebih lanjut yang di manfaatkan untuk memahami pelaksanaan upah 

mengupah (ijarah) 

d. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat 

untuk menyelesaikan Studi Program Starta 1 (S1) pada Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 



 

9 

 

BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori  

1. Definisi  Upah (Ujrah) 

Upah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadlu (ganti), upah 

atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak ijarah,
9
 yaitu pemilikan 

jasa dari seseorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir 

(orang yang mengontrak tenaga). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa 

tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan 

tersebut berupa al-ujrah (upah).
10

 Pengupahan adalah sesuatu yang 

diberikan kepada seseorang atas sesuatu yang telah dilakukannya. 

Sedangkan pengupahan menurut syari‟at pemberian kepada seorang pada 

jumlah tertentu yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, jika 

seseorang  tidak mampu melakukan pekerjaannya dan mempekerjakan 

orang lain untuk melakukannya, maka orang yang melakukan pekerjaan 

itu menerima upah dari orang yang mempekerjakannya.
11

 

Dalam ajaran hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan 

disebut dengan “ajir”, sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari 

pekerjaan disebut dengan “musta’jir”.
12

 Ajir atau tenaga kerja ada 2 

macam, yaitu: 

                                                 
9
 A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 897. 

10
 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 

225. 
11

Ibid,  h. 225. 
12

 Chairuman Pasaribu dan Suharawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 

(Medan: Sinar Grafika,1993), h. 154. 
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a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang 

untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, dia hanya dapat bekerja 

untuk orang yang mempekerjakannya. Misalnya seseorang yang 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu. 

b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih 

dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan 

tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan 

pengacara.
13

 

2. Dasar Hukum Ujrah 

Adapun yang menjadi sumber hukum akad ujrah yaitu Q.S At-

Talaq: (65) ayat 6: 

      o                

                           

                                 

             

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai)di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika 

mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah 

kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian 

jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah 

imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu sama-sama menemui 

kesulitan (dalam hal penyusuan, maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya”.(Q.S. Ath-Thalaq:6).
14

 

 

                                                 
13

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 335-336. 
14

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro, 2006), 

h.446. 
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Ayat pada surah tersebut dimaksudkan untuk memberi imbalan 

atas tenaga atau jasa seseorang dengan memberi imbalan  kepada orang 

yang  memberikan tenaga atau jasa tersebut dalam bentuk upah atau 

pembayaran setelah pekerjaan atau jasa yang diberikan orang tersebut 

selesai. 

3. Rukun dan Syarat-Syarat Ujrah 

a. Adapun rukun ujrah yaitu : 

1) Aqid (orang yang berakad) 

Aqid adalah dua orang yang berakad atau para pihak yang 

melakukan suatu transaksi. 

2) Shigat akad 

Adanya shigat yang merupakan pernyataan kedua belah 

pihak dalam melakukan transaksi atau perjanjian, yang berupa ijab 

dan qabul. Ijab adalah ucapan dari orang yang menggunakan jasa 

(musta’jir) yang secara jelas menyewa jasa dengan suatu imbalan 

tertentu. Kabul (qabul) adalah ucapan dari orang yang memberikan 

jasa (ajir) yang secara jelas untuk menunjukkan kerelaannya 

menyewakan jasa yang digunakan oleh musta’jir.
15

 Dalam berijab 

dan kabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:  

a) Akad dengan lafazh (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata 

yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang 

                                                 
15

 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 

149. 
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dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada 

umumnya.  

b) Akad dengan tulisan adalah kontrak yang paling baik karena 

kedua belah pihak mempunyai bukti yang kuat secara tertulis 

dan mempunyai kekuatan hukum. Hukum Islam mensyaratkan 

bahwa perjanjian mengenai hutang dan tagihan harus dibuat 

secara tertulis dan harus disaksikan oleh seseorang. Apabila 

terjadi perselisihan, perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti 

di pengadilan. 

c) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, 

misalnya jual beli swalayan karena seluruh harga barang sudah 

dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan. 

d) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak 

dapat berbicara atau tunarungu.
16

 

3) Prinsip Upah (Ujrah) 

Adapun prinsip-prinsip upah (ujrah), yaitu:  

a) Prinsip Adil  

Dalam ujrah kedua belah pihak harus bersikap jujur dan 

adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya ataupun 

dirugikan. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa 

mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja mereka. 

Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka 

                                                 
16

 Wawan Muhwa Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 245. 
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dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari 

kemampuan mereka.
17

 Prinsip adil yang dimaksud adalah jelas 

pada akad yang dilakukan oleh pihak antara majikan dan 

pekerja/buruh atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan 

dari para pihak yang melakukannya. Yang mana dalam akad 

(perjanjian) tersebut menerangkan secara jelas pekerjaan yang 

akan dilakukan oleh pekerja/buruh, kejelasan upah yang akan 

diterima oleh pekerja dan bagaimana tata cara pembayaran 

upah tersebut.
18

 

b) Layak  

Dalam prinsip ujrah terdapat dua pengertian layak yaitu 

layak yang berarti cukup dan sesuai pasar. Layak dalam arti 

cukup di sini mengandung pengertian layak atas cukup pangan, 

sandang dan papan, artinya upah harus mencukup kebutuhan 

minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan 

dasar dharuriyat.
19

 

Se$tiap orang me$miliki hak dan ke$wajiban yang 

se$imbang, yang mana hak yang dite$rima harus se$suai de$ngan 

ke$wajiban yang dilakukan, se$hingga kita tidak bole$h 

me$ngurangi hak orang lain. contohnya se$orang pe$ngusaha/ 

                                                 
17

 A. fzalur Rahman,  Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 

1995), h. 363. 
18

 Didin Hafidhudhin, Sistem Penggajian Islam, (Jakarta: Raih Asa Sukses Press, 2008), 

h. 32. 
19

 Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering, (Yogyakarta: PPMI, 

2000), h.35-36. 
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majikan tidak bole$h me$ngurangi hak upah yang se$harusnya 

dipe$role$h ole$h para pe$ke$rja/buruh se$te$lah me$re$ka me$lakukan 

ke$wajibannya, se$hingga dapat me$rugikan para pe$ke$rja te$rse$but. 

Jadi, di dalam suatu transaksi tidak bole$h ada pihak yang 

me$rasa dirugikan ataupun te$rzalimi.  

c) Manfaat 

Upah yang dite$rima ole$h pe$ke$rja disyaratkan dapat 

dimanfaatkan ke$gunaannya untuk me$me$nuhi ke$butuhan 

pe$ke$rjaan dan ke$luarganya. Ke$untungan dipe$role$h dari suatu 

barang  atau jasa de$ngan cara me$nye$wa te$naga manusia, dan 

barang atau jasa yang dise$wa itu me$ndatangkan manfaat yang 

tidak dilarang ole$h Allah te$tapi dipe$rbole$hkan me$nurut 

syariat.
20

 

b. Syarat-syarat upah (ujrah): 

1) Adanya ke$re$laan ke$dua be$lah pihak yang be$rakad.  

2) Manfaat yang me$njadi akad harus dike$tahui se$cara se$mpurna 

se$hingga tidak muncul masalah di ke$mudian hari. 

3) Obje$k akad itu se$suatu yang halal atau tidak diharamkan. 

4) Upah harus je$las, te$rte$ntu dan se$suatu yang be$rnilai harta. Be$rnilai 

(mutaqawwim) di sini dapat diukur dari dua aspe$k; syari dan urfi.
21

 

 

 

                                                 
20

 Hendi Subendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 117. 
21

 Umi Hani, Fiqih Muamalah (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-

Banjary Banjarmasin, 2021), cet.1, h.70. 
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4. Macam-macam Upah (Ujrah) 

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan me$njadi dua:  

a. Upah yang te$lah dise$butkan (ajrun musamma) 

Yaitu upah yang dise$butkan ke$tika akad. Syarat upah yang 

dise$butkan (ujrah al-musamma) yaitu ke$tika dise$butkan harus dise$rtai 

adanya ke$re$laan (dite$rima) ke$dua be$lah pihak yang se$dang me$lakukan 

transaksi te$rhadap upah te$rse$but. De$ngan be$gitu, pihak musta’jir tidak 

bole$h dipaksa untuk me$mbayar le$bih be$sar dari apa yang te$lah 

dise$butkan, se$bagaimana pihak ajir juga tidak bole$h dipaksa untuk 

me$ndapatkan le$bih ke$cil dari apa yang te$lah dise$butkan, me$lainkan 

upah te$rse$but adalah upah yang wajib me$ngikuti ke$te$ntuan syara. 

Apabila upah te$rse$but dise$butkan pada saat me$lakukan transaksi, maka 

upah te$rse$but me$rupakan upah yang dise$butkan (ajrun musamma). 

Apabila be$lum dise$butkan, ataupun te$rjadi pe$rse$lisihan te$rhadap upah 

yang te$lah dise$butkan, maka upahnya bisa dibe$rlakukan upah yang 

se$padan (ajrul mitsli).
22

 

b. Upah yang se$padan (ajrun mitsli) 

Yaitu upah yang se$padan de$ngan ke$rjanya se$rta se$padan 

de$ngan kondisi pe$ke$rjanya (profe$si ke$rja). Maksudnya upah yang 

se$suai de$ngan apa yang te$lah dike$rjakan se$rta je$nis pe$ke$rjaannya, 

se$suai de$ngan jumlah uang yang dite$rima se$bagaimana yang te$lah 

dise$butkan dan dise$pakati ole$h ke$dua be$lah pihak yaitu orang yang 

                                                 
22

 Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam, Jurnal Textura, 2018, vol 5, 

h. 44. 



 

 

 

 

16 

me$mbe$rikan ke$rja dan orang yang me$ne$rima ke$rja (pe$ke$rja). Pada saat 

transaksi pe$mbe$lian jasa, maka de$ngan itu untuk me$ne$ntukan tarif 

upah transaksi pe$mbe$li jasa, ke$dua be$lah pihak harus me$ne$ntukan upah 

te$rle$bih dahulu yang se$suai de$ngan pe$ke$rjaanya.  

Be$sar upah yang dite$ntukan be$rtujuan untuk me$njaga ke$pe$ntingan 

ke$dua be$lah pihak, baik pe$njual jasa maupun pe$mbe$li jasa, dan 

me$nghindarkan dari adanya unsur ke$zaliman didalam se$tiap transaksi. 

De$ngan be$gitu, upah yang te$lah dise$pakati te$rse$but apabila te$rjadi 

pe$rse$lisihan dapat dise$le$saikan de$ngan cara yang baik.
23

 Adapun je$nis 

upah pada awalnya te$rbatas hanya be$be$rapa je$nis saja, te$tapi se$te$lah 

te$rjadi pe$rke$mbangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka 

je$nisnya pun sangat be$ragam, diantaranya ialah: 

1) Upah Pe$rbuatan Taat 

Se$cara umum apabila pe$rbuatan taat yang te$rmasuk 

taqarrub, maka pahalanya jatuh ke$pada yang me$lakukan pe$rbuatan 

te$rse$but, ole$h kare$na itu tidak bole$h me$ngambil upah dari orang 

lain untuk me$lakukan pe$ke$rjaan itu. Me$nurut pe$ndapat Mazhab 

Hanafi, apabila me$nye$wakan orang lain untuk shalat, puasa atau 

me$nge$rjakan haji atau me$mbaca Al-Qur‟an yang pahalanya 

dihadiahkan ke$pada (pe$nye$wa), atau azan itu tidak dibole$hkan dan 

hukumnya adalah haram me$ngambil upah te$rse$but.  

                                                 
23

 Muhammad Ismail Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, Mengagas Bisnis Islami, 

(Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 194. 
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Hal ini tidak bole$h me$nurut hukum, kare$na si pe$mbaca, jika 

ia me$mbaca untuk tujuan me$ndapatkan harta, maka tidak ada 

pahalanya. Para fuqaha me$nyatakan, bahwa upah yang diambil 

se$bagai imbalan pe$rbuatan-pe$rbuatan taat, hukumnya haram bagi si 

pe$ngambil. 

2) Upah se$wa rumah te$mpat tinggal  

Dibole$hkan me$nye$wakan rumah se$bagai te$mpat tinggal, 

baik dite$mpati ole$h pihak pe$nye$wa itu se$ndiri atau orang de$ngan 

syarat tidak me$rusak bangunan atau me$mbuat ke$rusakan.
24

 

3) Upah se$wa-me$nye$wa tanah   

Me$nye$wakan tanah dipe$rbole$hkan de$ngan syarat 

me$nje$laskan ke$gunaan tanah yang dise$wa dan je$nis tanaman apa 

yang ditanam di tanah te$rse$but. Jika tidak se$suai de$ngan syarat 

maka ijarah dinyatakan tidak sah se$bab ke$gunaan tanah sangat 

be$ragam, de$ngan tidak je$lasnya pe$nggunaan tanah itu dalam 

pe$rjanjian, dikhawatirkan akan me$lahirkan pe$rse$psi yang be$rbe$da 

antara  pe$milik tanah de$ngan pihak pe$nye$wa dan pada akhirnya 

akan me$nimbulkan pe$rse$ngke$taan antara ke$dua be$lah pihak.  

4) Upah se$wa-me$nye$wa ke$ndaraan  

Me$nye$wakan ke$ndaraan dipe$rbole$hkan de$ngan syarat 

me$nje$laskan te$mpo waktu se$cara je$las dan ke$gunaan dari 

                                                 
24

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki dari Fiqhus 

Sunnah, (Bandung: Al-ma‟arif, 1997), h. 40. 
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pe$nye$waan te$rse$but, apa yang diangkut dan siapa yang 

me$nunggangi.
25

 

5) Upah Me$nyusui anak  

Se$orang le$laki tidak bole$h me$ngupah istrinya se$ndiri 

me$nyusui anaknya se$ndiri. Hal ini kare$na me$nyusui anak se$ndiri 

adalah ke$wajiban se$orang ibu. Bole$h me$ngupah ibu susuan se$lain 

ibu kandung de$ngan imbalan upah te$rte$ntu. Bole$h juga de$ngan 

imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. 

Ke$rancuan standar upah dalam kondisi ini tidak me$nimbulkan 

konflik. Biasanya pe$ngupahan be$rmurah hati dan be$rsikap 

de$rmawan ke$pada ibu susuan se$bagai pe$rtanda me$nyayangi sang 

anak. Disyaratkan agar dite$ntukan masa pe$nyusaan bayi, yang akan 

disusui, dan te$mpat pe$nyusuan.
26

 

6) Upah pe$mbe$kaman  

Se$bagian ulama me$larang usaha pe$mbe$kaman, te$tapi 

pe$ndapat itu di te$ntang ole$h se$bagian ulama yang lain. Alasan 

ulama yang me$lrangnya kare$na itu adalah usaha yang buruk dan 

tidak disukai ole$h orang. Se$me$ntara alasan ulama yang 

me$mbole$hkannya kare$na me$mbe$kam adalah usaha yang mubah. 

7) Pe$rburuhan  

Disamping se$wa-me$nye$wa barang, se$bagaimana yang te$lah 

diutarakan diatas, maka ada pula pe$rse$waan te$naga yang lazim 

                                                 
25

 Rahmad Syafe'i, Fiqh Muamalah,  (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.43. 
26

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki dari Fiqhus 

Sunnah Jilid 5, (Bandung: Al-ma‟arif, 1997),  h. 268. 
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dise$but pe$rburuhan. Buruh adalah orang yang me$nye$wakan 

te$naganya ke$pada orang lain untuk dikaryakan be$rdasarkan 

ke$mampuannya dalam suatu pe$ke$rjaan.
27

 

5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak 

a. Ke$wajiban orang yang me$mbe$rikan pe$ke$rjaan dan buruh 

Se$mua orang yang be$ke$rja untuk pe$rorangan maupun ke$lompok 

harus me$mpe$rtanggung jawabkan pe$ke$rjaan me$re$ka masing-masing. 

Se$andainya te$rjadi ke$rusakan atau ke$hilangan, maka dilihat dahulu 

pe$rmasalahannya, apakah te$rdapat unsur ke$lalaian atau ke$se$ngajaan. 

Jika tidak, maka tidak pe$rlu dimintai panggantiannya, dan jika te$rdapat 

ke$lalaian atau ke$se$ngajaan, maka dia harus me$mpe$rtanggung 

jawabkannya, apakah de$ngan cara me$ngganti atau sanksi lainnya. 

Orang yang me$mbe$rikan ke$rja harus be$rtanggung jawab atas upahnya 

ke$pada para pe$ke$rjanya, me$mpe$rlakukan pe$ke$rja de$ngan baik se$rta 

be$rlaku adil dalam me$mbe$rikan upah, be$gitu juga de$ngan buruh 

harusnya be$rtanggung jawab atas pe$ke$rjaan yang ia te$rima dari orang 

yang me$mbe$rikan ke$rja dan di se$le$saikan de$ngan baik.
28

 

b. Hak orang yang me$mbe$ri pe$ke$rjaan dan buruh  

Se$tiap orang yang be$rakad harus se$suai de$ngan ke$te$ntuan se$rta 

me$me$nuhi haknya masing-masing antara orang yang me$mbe$rikan 
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ke$rja dan buruh. Orang yang me$mbe$rikan pe$ke$rjaan harus me$mbe$rikan 

imbalan dan hak buruh adalah me$ne$rima upah. 

1) Orang yang me$mbe$rikan ke$rja be$rhak untuk me$nuntut buruh jika 

pe$ke$rjaannya tidak se$le$sai se$dangkan upahnya sudah dite$rima dan 

orang yang be$ke$rja (buruh) wajib me$nye$le$saikan pe$ke$rjaannya. 

2) Orang yang me$mbe$rikan pe$ke$rjaan harus adil dalam 

me$mpe$ke$rjakan buruh dan me$me$nuhi hak-hak antara ke$dua be$lah 

pihak. 

3)  Me$mungkinkan manfaat jika masanya masih be$rlangsung, ia 

me$mungkinkan me$ndatangkan manfaat pada masa itu se$kalipun 

tidak te$rpe$nuhi ke$se$luruhannya. 

4) Me$ngalirnya manfaat jika ijarah untuk barang, apabila te$rdapat 

ke$rusakan pada barang se$be$lum dimanfaatkan dan se$dikitpun be$lum 

ada waktu yang be$rlalu, ijarah me$njadi batal. 

5) Me$mpe$rce$pat dalam be$ntuk pe$layanan atau ke$se$pakatan ke$dua 

be$lah pihak se$suai de$ngan syarat, yaitu me$mpe$rce$pat pe$mbayaran.
29

 

6. Sistem Pembayaran Upah 

Me$nyangkut pe$ne$ntuan upah ke$rja, syari‟at Islam tidak 

me$mbe$rikan ke$te$ntuan se$cara te$kstual baik dalam ke$te$ntuan Al-Quran 

maupun sunnah Rasul. Se$cara umum, ke$te$ntuan Al-Quran yang ada 

kaitannya de$ngan pe$ne$ntuan upah ke$rja adalah QS. An-Nahl Ayat 90 

se$bagai be$rikut: 
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                            

                            

“Se$sungguhnya Allah me$nyuruh (kamu) be$rlaku adil dan be$rbuat 

ke$bijakan, me$mbe$ri ke$pada kaum ke$rabat, dan Allah me$larang dari 

pe$rbuatan ke$ji, ke$mungkaran dan pe$rmusuhan. Dia me$mbe$ri 

pe$ngajaran ke$padamu agar dapat me$ngambil pe$lajaran.(QS. An-

Nahl: (16) 90).
30

 

 

Apabila ayat te$rse$but dikaitkan de$ngan pe$rjanjian ke$rja, maka 

dapat dike$mukakan bahwa Allah me$me$rintahkan ke$pada para pe$me$be$ri 

pe$ke$rjaan (majikan) untuk be$rlaku adil, be$rbuat baik, dan de$rmawan 

ke$pada para pe$ke$rjanya. Siste$m pe$ne$tapan upah/ujrah dalam Islam 

diantaranya yaitu: 

a. Upah dise$butkan se$be$lum pe$ke$rjaan dimulai  

Rasulullah SAW me$mbe$rikan contoh yang harus dijalankan 

kaum muslimin se$te$lahnya, yakni pe$ne$ntuan upah para pe$ke$rja 

se$be$lum me$re$ka mulai me$njalankan pe$ke$rjaannya. Rasulullah SAW 

be$rsabda: 

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW: 

ثَ نَا يََْيََ بْنُ سُ لََئِم عَنْ إِسْْاَعِيلَ بْنِ أمَُيَّةَ  ثَنِِ بِشَرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّ حَدَّ
ىُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ عَنْأَبِ 

اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ اللَّوُ ثَلََثةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ 
أعَْطَى بِ ثَُُّ غَدَرَ وَرَجُلٌ باَعَ حُرِّا فَأَكَلَ ثََتََوُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً 

 ولََْ يُ عْطِ أَجْرهَُ  تَ وْفََ مِنْوُ فاَسْ 
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“Te$lah me$nce$ritakan ke$pada saya Bisyir bin mahrum te$lah 

me$nce$ritakan ke$pada kami Yahyya bin Sulaim dari Ismail bin 

Ummayah dari Sa‟id bin Abi Sa‟id dari Abu Hurairah 

radliallahu „anhu dari Nabi shallallahu „alaihi wasallam 

be$rsabda : “Allah Ta‟ala be$rfirman : Ada tiga je$nis orang yang 

aku me$njadi musuh me$re$ka pada hari kiamat, se$se$orang yang 

be$rsumpah atas namaku lalu me$ngingkarinya, se$se$orang yang 

me$njual orang yang te$lah me$rde$ka lalu me$makan (upah dari) 

harganya dan se$se$orang yang me$mpe$rke$rjakan pe$ke$rja 

ke$mudian pe$ke$rja itu me$mnye$le$saikan pe$ke$rjaannya namun 

tidak dibayar upahnya. (Hadits Imam Bukhari No. 2075)”
31

 
 

Dalam hadist te$rse$but Rasulullah SAW te$lah me$mbe$rikan 

pe$tunjuk, supaya se$se$orang yang tidak me$mbayarkan upah se$orang 

yang dipe$rke$rjakannya maka ia akan me$ndapat ke$be$ncian Rasulullah 

saw. 

ثَ نَا شُعْبَةَ عَنْ وَاصِلِ الَْْحْدَبِ عَنِ  ثَ نَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ قاَلَ حَدَّ  حَدَّ
 لَقِيتُ أبَاَ ذَرِّ باِلرَّبَذَةِ، وَعَلَيْوِ حُلَّةٌ ، وَعَلَى غُلََمِوِ حُلَّةٌ ،الْمَعْرُورِ قاَلَ 

فَسَألَْتُوُ عَنْ ذَلِكَ ، فَ قَالَ إِنِِّّ سَابَ يْتُ رَجُلًَ فَشَكَانَِّ إِلََ النَّبِ صَلَّى 
وِ ؟ عَلَيْوِ وَ سَلَّمَ فَ قَالَ لِ النَّبُِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَ  اللَّوُ  لَّمَ ، أعََي َّرْتوَُ بأِمُِّ

قاَلَ : إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّوُ تََْتَ أيَْدِيكُمْ ، فَمَنْ   ثَُُّ 
 أَخُوهُ تََْتَ يدَِهِ فَ لْيُطْعِمْوُ مَِّا يأَْكُلُ ، وَلْيُ لْبِسْوُ مَِّا يَ لْبَسُ ، وَلََ  كَانَ 

 ))رواه البخاري« . مْ ، فإَِنْ كَلَّفْتُمُوىُمْ فَأَعِينُوىُمْ تُكَلِّفُوىُمْ مَا يَ غْلِبُ هُ 
“Te$lah me$nce$ritakan ke$pada kami Sulaiman bin Harb, dia 

be$rkata, te$lah me$nce$rikan ke$pada kami Syu‟bah dari Washil 

Al-Ahdab dari Ma‟rur be$rkata : “saya be$rte$mu Abu Dzar di 

Rabadzah dan ia me$nge$nakan Hullah be$gitu juga budaknya. 

Kami be$rtanya ke$padanya me$nge$nai hal itu, maka dia be$rkata : 

“Se$sungguhnya Aku me$ncaci se$se$orang lalu orang itu 

me$ngadukanku ke$pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW be$rsabda 

ke$padaku : “Apakah e$ngkau me$nce$lanya de$ngan me$ncaci 

Ibunya? Ke$mudian be$liau be$rsabda : “sunggguhnya saudara-

saudara kamu adalah pe$layan kamu. Allah te$lah me$njadikan 

me$re$ka dibawah ke$kuasaan kamu. Barang siapa yang 
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saudaranya be$rada didalam ke$kuasaanya, maka he$ndaklah 

me$mbe$rinya makan dari apa yang dia makan dan me$mbe$rinya 

minum dari apa yang dia minum. Janganlah kamu me$mbe$bani 

me$re$ka de$ngan apa yang me$re$ka tidak mampu me$re$ka lakukan. 

Apabila kamu me$mbe$bani me$re$ka de$ngan apa yang diluar 

ke$mampuan me$re$ka, maka bantulah”.
32

 

 

b. Me$mbayar upah se$be$lum ke$ringatnya ke$ring Rasulullah 

Rasulullah SAW me$nganjurkan majikan untuk me$mbayarkan 

upah para pe$ke$rja se$te$lah me$re$ka se$le$sai me$lakukan pe$ke$rjaannya.
33

 

مَشْقِي حَدَثَ نَا وَىَبْ بْنُ سَعِيْد مِنْ عَطِيّة  حَدَثَ نَا الْعَبَّاس بْنُ الْوَليِْد الدِّ
السِلْمِي حَدَثَ نَا عَبْدُ الرَّحَْْن بْنُ زيَْد بْنُ أَسْلَم عَنْ أبَيِْوِ وَعَنْ ابِْنُ عُمَرْ 

وُ صلى الله عَلَيْ  وُ عَنْوُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولَ اللّّٰ وِ وَ سَلَّمْ : )أعَْطوُا رَضِيَ اللّّٰ
فَّ عَرَقوُُ( رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَوْ  رَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِ  اْلَْجِي ْ

"Me$nce$ritakan ke$pada kami Abbas ibn Walid Al- Dimasqy, 

me$nce$ritakan ke$pada kami Wahbu ibn Sa'id ibn 'Athiyyah Al- 

Salamy Me$nce$ritakan ke$pada kami Abdurrahman ibn zaid ibn 

Aslam dari Abdullah ibn 'Umar be$rkata Rasulullah Saw 

be$rkata: be$rikanlah ke$pada te$naga ke$rja itu upahnya se$be$lum 

ke$ringatnya ke$ring.(HR. Ibnu Majah)
34

 

 

Hadis di atas me$nje$laskan te$ntang ke$te$tntuan pe$mbayaran upah 

te$rhadap orang yang dipe$ke$rjakan, yaitu nabi sangat me$nganjurkan 

agar dalam pe$mbayaran upah  itu he$ndaklah se$be$lum ke$ring 

ke$ringatnya atau se$te$lah pe$ke$rjaan itu se$le$sai dike$rjakan. Dalam 

kandungan dari ke$dua hadist te$rse$but sangatlah je$las dalam 

me$mbe$rikan gambaran bahwa jika me$mpe$ke$rjakan se$orang pe$ke$rja 
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he$ndaklah dije$laskan te$rle$bih dahulu upah yang akan di te$rimanya dan 

me$mbayarkan upahnya se$be$lum ke$ringat pe$ke$rjanya ke$ring.
35

 

 

B. ‘Urf 

1. Pe$nge$rtian Al-'adah/Al-'urf 

Kata. ‘Urf se$cara e$timologi be$rarti "se$suatu yang dipandang baik 

dan dite$rima ole$h akal se$hat. Se$dangkan se$cara te$rmunologi, se$pe$rti 

dike$mukakan. Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf be$rarti se$suatu yang tidak 

asing lagi bagi satu masyarakat kare$na te$lah me$njadi ke$biasaan dan 

me$nyatu de$ngan ke$hidupan me$re$ka baik be$rupa pe$rbuatan ataupun 

pe$rkataan. Istilah 'urf dalam pe$nge$rtian te$rse$but sama de$ngan pe$nge$rtian 

istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-adah itu se$ndiri, dise$but de$mikian 

kare$na ia dilakukan se$cara be$rulang-ulang se$hingga me$njadi ke$biasaan 

masyarakat.
36

 

Se$buah adat ke$biasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah 

Fiqh. Se$pe$rti yang dije$laskan ole$h Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu 

Yusuf bahwa makna kaidah se$cara bahasa Aladatu "(العادة) te$rambil dari 

kata al-audu (العود) dan al-muwadatu " الموادة ( yang be$rarti "pe$ngulangan". 

Ole$h kare$na itu, se$cara bahasa al-adah be$rarti pe$rbuatan atau ucapan se$rta 

lainnya yang dilakukan be$rulang-ulang se$hingga mudah untuk dilakukan 

kare$na sudah me$njadi ke$biasaan Me$nurut jumhur ulama, batasan minimal 

se$suatu itu bisa dikatakan se$bagai se$buah adah adalah kalau dilakukan 
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se$lama tiga kali se$cara be$rurutan. Se$dangkan "Mukhakkamatun se$cara 

bahasa adalah isim maf ul dari "zakhkiamun" yang be$rarti "me$nghukumi 

dan me$mutuskan pe$rkara manuvia" Jadi arti kaidah ini se$cara bahasa 

adalah se$buah adat ke$biasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk 

me$mutuskan pe$rkara pe$rse$lisisihan antara manusia.
37

 

Adat adalah hukum-hukum yang dite$tapkan untuk me$nyususn dan 

me$ngatur hubungan pe$rorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk 

me$wujudkan ke$mashlahatan dunia. Tujuan dari Al-'adat itu se$ndiri ialah 

me$wujudkan ke$maslahatan dan ke$mudahan te$rhadap ke$hidupan manusia 

umumnya. Aladat te$rse$but tidak akan pe$rnah te$rle$pas dari ke$biasaan 

se$kitardan ke$pe$ntingan hidupnya.
38

 Adat istiadat im te$ntu saja be$rke$naan 

de$ngan soal muamalah. Contohnya adalah ke$biasaan yang be$rlaku di dunia 

pe$rdagangan pada masyarakat te$rte$ntu me$lalui inde$n misalnya: jual be$li 

buah- buahan di pohon yang dipe$tik se$ndiri ole$h pe$mbe$linya, me$lamar 

wanita de$ngan me$mbe$rikan se$buah tanda (pe$ngikat), pe$mbayaran mahar 

se$cara tunai atau utang atas pe$rse$tujuan ke$dua be$lah pihak dan lain-lain
39

 

„Urf ialah se$suatu yang te$lah se$ring dike$nal ole$h manusia yang 

te$lah me$njadi tradisinya, baik be$rupa ucapan atau pe$rbuatannya dan atau 

hal yang me$ninggalkan se$suatu juga dise$but adat. Kare$na me$murut istilah 

ahli syara' tidak ada pe$rbe$daan di antara 'urf dan adat.
40
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Dalam ilma ushul fiqih, yang dimaksud de$ngan ‘urf itu adalah 

se$suatu yang te$lah te$rbiasa (di kalangan) manusia atau pada se$bagian 

me$re$ka dalam hal muamalat dan te$lah me$lihat te$tap dalam diri-diri me$re$ka 

dalam be$be$rapa hal se$cara te$rus me$ne$rus yang dite$rima ole$h akal yang 

se$hat."
41

 

Adapun pandangan ulama, se$cara umum "urf atau adat itu 

diamalkan ole$h se$mua ulama fiqh te$rutama dikalangan ulama mazhab 

hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah me$nggunakan istihsan dan 

be$rijtihad, dan salah satu be$ntuk istihsan ituadalah istihsan al-'urf (istihsan 

yang me$nyandar pada "urf). Ole$h ulama hanafiyah "urf itu di dahulukan 

atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti urf 

itu me$ntakhsis umum nash. Ulama malikiyah me$njadikan "urf atau tradasa 

yang hidup dikalangan ahli madinah se$bagai dasar dalam me$ne$tapkan 

hukum dan me$ndahulukannya dari hadis ahad. Se$dangkan ulama 

syafi'ryah banyak me$nggunakan "urf dalam hal- hal tidak me$ne$mukan 

ke$te$ntuan hatasnya dalam syara maupun dalam pe$nggunaan bahasa.
42

 

‘Urf jika dipandang pada pe$rspe$ktif paradigma sosiologis, te$ntunya 

akan me$mbuahkan suatu hal yang banyak se$kali me$nge$nai te$ntang 

ke$biasaan- ke$biasaan atau adat yang be$rlaku pada suatu Ne$gara-ne$gara, 

bahkan ke$biasaannya te$rse$but sudah umum be$rlaku dan me$ndunia. ‘Urf 

dalam ne$gara Indone$sia juga se$ring dise$but de$ngan adat (tradisi) atau juga 
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ke$biasaan yang te$lah dilaksanakan se$cara  kole$ktif ole$h se$ke$lompok 

masyarakat. Baik itu me$rupakan ke$biasaan yang te$rjadi dan dilakukan ole$h 

se$bagian dae$rah te$rte$ntu, misalkan ke$biasaan di dae$rah jawa, Madura, 

Batak, dan lain se$bagainya, atau suatu adat yang sudah me$njadi 

ke$umuman masyarakat Indone$sia. 

Kata „urf dalam bahasa Indone$sia se$ring disinonimkan de$ngan „adat 

ke$biasaan namun para ulama me$mbahas ke$dua kata ini de$ngan panjang 

le$bar, ringkasnya: AI-„Urf adalah se$suatu yang dite$rima ole$h tabiat dan 

akal se$hat manusia.Me$skipun arti ke$dua kata ini agak be$rbe$da namun 

kalau kita lihat de$ngan je$li, se$be$narnya ke$duanya adalah dua kalimat yang 

apabila be$rgabung akan be$rbe$da arti namun bila be$rpisah maka artinya 

sama.Dari ke$te$rangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini 

me$nurut istilah para ulama adalah bahwa se$buah adat ke$biasaan dan „urf 

itu bisa dijadikan se$buah sandaran untuk me$ne$tapkan hukum syar‟i apabila 

tidak te$rdapat nash syar‟i atau lafadh shorih (te$gas) yang be$rte$ntangan 

de$ngannya.
43

 

 

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Diantara pe$ne$litian yang be$rkaitan te$ntang pe$laksanaan upah 

me$ngupah (ijarah) te$rhadap 5 skripsi yang dijadikan se$bagai tinjauan di 

antaranya pada Hayatul Nupus, yang me$ne$liti te$ntang “Pe$laksanaan Upah 

Me$ngupah dalam Me$mbe$rsihkan bawang me$nurut pre$spe$ktif fikih 

muamalah‟‟ pe$ne$litian ini le$bih be$rfokus ke$ dalam hukum Islam te$rhadap 
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prakte$k upah me$ngupah dalam me$mbe$rsihkan bawang di De$sa Sawah 

Ampang Nagari Muaro Pane$h Kabupate$n Solok me$nurut fikih muamalah. dan 

pe$nulis dapat me$nyimpulkan prakte$k upah me$ngupah dalam me$mbe$rsihkan 

bawang di De$sa Sawah Ampang Nagari Muaro Pane$h Kabupate$n Solok (studi 

te$ntang pe$ngge$napan timbangan untuk me$ne$ntukan upah). 

Pe$ngupahannya tidak se$suai de$ngan pe$rjanjiannya yang mana 1 kg 

bawang dan me$ndapatkan upah 1000, dan jika be$rat bawangnya 41,7 kg, ada 

juga 41,4 kg, atau 43,3 kg, dan hanya me$ndapatkan upah se$banyak 41.000. 

se$hinggan tinjauan fiqih muamalah te$rhadap prakte$k upah me$ngupah 

me$mbe$rsihkan bawang di De$sa Sawa Ampang Nagari Muaro Pane$h 

Ke$camatan Bukit Sundi Kabupate$n Solok tidak se$suai de$ngan fikih muamalah 

kare$na adanya ke$le$bihan dari bawang yang di be$rsihkan tidak di bayarkan ole$h 

age$n toke$.
44

 

Se$lanjutnya dalam skripsinya Siti Mae$saraoh de$ngan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Te$rhadap Prakte$k Upah Ke$rja Buruh Cangkul (studi di 

kampung Argomulyo Ke$camatan Banjit Kabupate$n Way Kanan). di skripsi ini 

me$mbahas te$ntang prakte$k upah me$ngupah ke$rja buruh cangkul te$rdapat dua 

be$ntuk pe$mbayaran uapahnya yakni di bayarkan se$cara tunai yang di se$but 

de$ngan upah harian dan upah yang di tanggukan pada saat pane$n de$ngan upah 

be$rbe$ntuk gabah bukan be$rbe$ntuk uang yang be$lum je$las nominalnya. Dari 

skripsi ini dapat di simpulkan prakte$k upah ke$rja buruh cangkul yang te$rjdi di 

Kampung Argomulyo Ke$camatan Banjit Kabupate$n Way Kanan yang di 
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bayarkan se$cara tunai te$lah me$me$nuhi syarat dalam upah ke$rja dan sudah 

se$suai de$ngan hukum Islam.
45

 

Namun, prakte$k upah ke$rja buruh cangkul yang ditangguhkan tidak 

me$me$nuhi syarat dalam akad upah ke$rja,se$baba uapah yang me$njadi obje$k 

pe$mbayaran be$lum je$las be$rapa banyak padi yang akan di te$rima ole$h buruh 

se$bab hasil tanaman padi be$lum dapat di pastikan hasilnya bagus atau malah 

gagal, upah ke$rja buru cangkul di Kampung Argomulyo Kacamatan Banjit 

Kabupate$n Way Kanan tampaknya me$ngandung unsur Gharar yang dalam 

Islam di larang ke$be$radaannya kare$na dapat me$rugikan salah satu pihak se$lain 

itu mudhratnya le$bih be$sar di rasakan ole$h para buru dari ke$maslahatan. 

Pada skripsinya Ani Hidayati de$ngan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah 

Te$rhadap Upah Me$ngupah antara pe$milik ke$bun sawit de$ngan pe$mane$n (studi 

Kasus di De$sa Sungai Buluh Ke$camatan Singing Hilir Kabupate$n Kuantan 

Singing).
46

 Di dalam skripsi ini me$mbahas te$ntang pe$laksanaan pe$rjanjian 

upah me$ngupah hasil pane$n buah sawit di De$sa Sungai Buluh Ke$camatan 

Singing Hilir Kabupate$n Kuantan Singingi me$ngunakan akad pe$rjanjian 

se$cara lisan (saling pe$rcaya) dan tidak te$rtulis. 

Akibatnya hak dan ke$wajiban ke$dua be$lah pihak te$rkadang tidak 

te$rpe$nuhi de$ngan baik, di kare$nakan adanya pe$mane$n yang me$nyimpang dari 

pe$rjanjian yang dise$pakati yaitu pe$mane$n me$ne$rjakan pe$ke$rjaan tidak se$cara 
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ke$se$luruhan. Hal inilah yang me$nimbulkan ke$rugian dan ke$tidakpuasan 

dipihak pe$milik ke$bun. di tinjau dari Fiqih Muamalah dalam prakte$k upah 

me$ngupah hasil pane$n buah sawit sudah te$rpe$nuhi rukun dan syaratnya 

de$ngan baik, namun dalam pe$laksanaan harus ada yang harus dise$mpurnakan, 

se$pe$rti halnya pe$laksanaannya pe$mane$n tidak me$me$nuhi ke$wajibannya se$cara 

pe$nuh se$pe$rti yang te$alah dise$pakati. 

Dalam skripsinya E$rlin Rahmawati de$ngan judul “tinjauan fiqih ijarah 

te$rhadap syste$m pe$ngupahan karyawan dan anti rugi dirumah makan bu lis 

nge$be$l Ponorogo” dari ke$simpulan skripsinya di bahas te$ntang siste$m 

pe$ngupahan karyawan dan ganti rugi dirumah makan bu lis nge$be$l ponogoro, 

me$nurut tinjauan fiqih ijarah akad yang te$rjadi dirumah makan bu lis te$lah 

se$suai de$ngan hukum islam kare$na upah yang dike$tahui di sini bukanlah upah 

yang di se$butkan be$rapa jumlah nominalnya uang atau upah yang akan 

karyawan te$rima. se$dangkan me$nurut tinjauan fiqih ijarah pe$ne$rapan ganti 

rugi pe$mbukuan ke$uangan pe$ndapatan dirumah makan buk lis tidak se$mua 

se$uai de$ngan fiqih ijarah kare$na ke$tidakse$suain de$ngan pe$mbukuan ke$uangan 

rumah makan buk lis bukanlah ke$salahan akibat ke$lalaian ataupun 

ke$se$ngajaan dari para karyawan.
47

 

Ke$mudian pada skripsinya Indry Manica Natasyah yang be$rjudul “jasa 

pe$me$liharaan sapi dalam pe$rspe$ktif Hukum E$konomi Syariah” (Studi Kasus 

De$sa Trans Suaka Mandiri Ke$camatan Me$rsam Kabupate$n Batang Hari 

Provinsi Jambi) dari skripsi te$rse$but pe$nulis me$nuliskan prakte$k jasa 
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pe$ngupahan pe$me$liharaan sapi yang dilakukan di De$sa Trans Suaka Mandiri 

Ke$camatan Me$rsam Kabupate$n Batang Hari dilaksanakan de$ngan pe$ngupahan 

hasil dari sapi dan tidak de$ngan hasil pe$mbagian anak sapi. Pe$laksanaan yang 

te$lah te$rjadi di de$sa trans suaka mandiri pe$me$liharaan atau pe$ngupahan tidak 

dibayar de$ngan jumlah nilai se$cara te$rtulis hanya lisan saja dan tidak ada 

pe$rjanjian nilai se$cara te$rtulis dan tidak ada pe$rjanjian di awal akad te$ntang 

jumlah dan upah untuk pe$nggarap sapi atau pe$me$liharaannya.
48

 

Se$dangkan me$nurut ke$te$ntuan hukum e$konomi islam bahwa siste$m 

prakte$k pe$me$liharaan sapi di de$sa trans suaka mandiri sudah me$me$nuhi syarat 

dan rukun dalam Islam te$tapi ada ke$tidakje$lasan dalam siste$m pe$ngupahan 

pe$me$liharaan sapi yang dilakukan ole$h masyarakat, te$rjadinya gharar (ke$tidak 

je$lasan) se$te$lah akad be$rlangsung dan tidak se$suai de$ngan e$konomi dalam 

pe$mbagian hasil upah te$rse$but, kare$na dalam pe$me$liharaan sapi itu dalam 

be$ntuk kurungan dan pe$me$liharaan bukan sapi be$bas dari kandang. Maka upah 

te$rse$but tidak se$suai de$ngan hasil ke$rja yang dilakukan ole$h pe$nggarap/ 

pe$me$liharaan sapi. dalam be$ntuk api sakit ataupun mati te$tap me$njadi 

pe$rhitungan te$tapi pe$rhitungan pe$mbagian upah te$rse$but tidak sama de$ngan 

sapi yang se$hat. 

Dari skripsi te$rdahulu yang dituliskan diatas te$rdapat pe$rbe$daan 

de$ngan skripsi ini yaitu pe$ne$litian te$rdahulu de$ngan pe$nilitian ini 

me$nggunakan studi kasus yang be$rbe$da, yang mana studi kasus pe$ne$litian ini 

di Ke$lurahan Kandis K, manggunakan re$sponde$n yang be$rbe$da dan te$ntunya 

me$ndapatkan hasil yang be$rbe$rda juga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Je$nis pe$ne$litian yang dilakukan ole$h saya ialah pe$nulisan kualitatif. 

Pe$ne$litian kualitatif yaitu suatu me$tode$ pe$ne$litian yang be$rsifat de$skritif, yang 

be$rtujuan untuk me$mahami fe$nome$na sosial te$ntang apa yang dialami dalam 

subje$k pe$ne$liti dalam be$ntuk konte$ks khusus se$pe$rti wawancara me$ndalam, 

pe$ngamatan dan dokume$ntasi. Pe$ne$litian ini me$nggunakan pe$ne$litian 

lapangan (fie$ld re$se$arch) yaitu pe$ngumpulan data de$ngan turun langsung ke$ 

lokasi sumbe$r pe$rmasalahan me$lalui pe$ngamatan yang di kumpulkan dalam 

rise$t ke$mudian ditafsirkan se$cara me$nye$luruh te$rhadap hal hal yang se$suai 

de$ngan pe$rmasalahan yang dibahas.
49

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pe$ne$litian adalah te$mpat pe$ne$liti me$lakukan pe$ne$litian dan 

me$ngumpulkan data dari informan ataupun obje$k yang dite$liti. Adapun lokasi 

pe$ne$litiannya adalah kandang atau pe$te$rnakan sapi bapak Abdul Karim di 

Ke$uuahan Kandis Kota Ke$camatan Kandis Kabupate$n Siak. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subje$k Pe$ne$litian  

Adapun subje$k pe$ne$litian ini adalah pe$milik kandang sapi dan 

pe$ke$rja yang me$mbe$rsihkan kandang sapi di Ke$lurahan Kandis Kota 

Ke$camatan Kandis Kabupate$n Siak. 
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2. Obje$k Pe$ne$litian 

Yang me$njadi obje$k pe$ne$litian adalah tinjauan fiqih muamalah 

te$rhadap praktik upan me$ngupah pe$mbe$rsihan kandang sapi Bapak Abdul 

Karim. 

 

D. Informan Penelitian 

Me$nurut sugiyono me$nje$laskan te$ntang sumbe$r informasi dalam 

pe$ne$litian kualitatif adalah yang te$rdiri atas obje$k, subje$k informan atau 

narasumbe$r yang be$rhubungan de$ngan pe$rmasalahan pe$ne$liti dan mampu 

me$nyampaikan informasi se$suai situasi dan kondisi pe$ne$litian se$hingga 

diharapkan daat me$njawab pe$rmasalahan pe$ne$litian.
50

  

Dalam pe$ne$litian ini informan me$miliki jumlah 6 orang yang te$rdiri 

dari 1 pe$milik kandang sapi dan 5 orang pe$ke$rja untuk pe$nguat bukti dan data 

dalam pe$ne$litian ini. 

 

E. Sumber Data 

1. Data Prime$r 

Data prime$r adalah data yang dipe$role$h langsung dari re$sponde$n 

atau obje$k yang dite$liti. Yaitu orang yang diwawancarai yang se$lanjutnya 

dise$but informan sumbe$r data (informasi) yang dimaksud be$rasal dari hasil 

wawancara pe$milik kandang sapi dan para pe$ke$rja ye$ng me$mbe$rsihkan 

kandang sapi.
51
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2. Data Se$kunde$r 

Data se$kunde$r adalah sumbe$r yang be$rsifat me$mbantu atau 

me$nunjaga untuk me$le$ngkapi dan me$mpe$rkuat se$rta me$mbe$rikan 

pe$nje$lasan me$nganai sumbe$r data prime$r. Data se$kunde$r yang pe$nulis 

pe$role$h adalah dari buku buku dan inte$rne$t yanag dapat me$me$bantu 

me$le$ngkapi data pe$ne$litian ini.
52

 Data se$kunde$r yang dipe$role$h ole$h 

pe$ne$liti yaitu be$rupa hasil dari pe$ne$litian te$rdahulu yang ada di bab II. 

 

F. Metode Pengumpulan Data  

Untuk me$me$pe$role$h data yang akurat, re$lavan, dan dapat dipe$rtanggung 

jawabkan maka dilakukan te$knik pe$ngumpulan data se$bagai be$rikut: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu prose$s pe$ngumpulan data dimana pe$ne$liti 

me$ngadakan tanya jawab pe$rcakapan de$ngan infoman yang te$lah 

dite$ntukan. Pe$ne$liti me$lakukan wawancara ke$pada pe$milik kandang sapi  

dan orang yang me$mbe$rsihkan kandang sapi di Ke$lurahan Kandis Kota 

Ke$camatan Kandis Kabupate$n Siak. 

2. Observasi 

Obse$rvasi yaitu te$knik pe$ngumpulan data de$ngan cara pe$ne$liti 

me$ngadakan pe$ngamatan se$cara langsung atau tanpa alat te$radap subje$k 

dan obje$k yang di se$lidiki baik pe$ngamatan itu dilakukan didalam situasi 

buatan, yang khusus diadakan. Pe$ne$liti me$lakukan pe$ngamatan ke$giatan 

                                                 
52

 Ismail Nurdin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 

2019), h. 95 



 

 

 

 

35 

praktik upah me$ngupah pe$mbe$rsihan kandang sapi bapak Abdul Karim di 

Ke$lurahan Kandis Kota. 

3. Dokumentasi  

Dokume$ntasi yaitu suatu me$tode$ untuk me$ndapatkan data de$ngan 

me$ne$laah pe$ninggalan te$rtulis te$rutama be$rupa arsip arsip dan te$rmasuk 

juga buku buku te$ntang pe$ndapat, atau hukum yang be$rhubungan de$ngan 

pe$rmasalahan pe$ne$litian. Dokume$n dapat be$rbe$ntuk dokume$n public atau 

dokume$n pribadi. dokume$n yang digunakan dalam me$ndukung data 

pe$ne$litian ini be$rasal dari dokume$n yang ada di Ke$lurahan Kandis Kota 

Ke$camatan Kandis Kabupate$n Siak. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisi data me$rupakan salah satu langkah dalam ke$giatan yang sangat 

me$ne$ntukan ke$te$patan ke$shahihan hasil pe$ne$litian. Te$knik analisis data yang 

digunakan de$skriptif kualitatif yaitu data data yang be$rupa informasi dan 

uraian yang dikaitkan de$ngan data data lain untuk me$mpe$role$h ke$je$lasan dan 

ke$be$naran yang akan me$nguatkan gambaran yang sudah ada. 

 

H. Metode Penulisan 

Te$knik pe$nulisan yang digunakan pe$nulis adalah se$cara de$duktif, yaitu 

me$narik suatu ke$simpulan dari pe$rnyataan pe$rnytaan yang be$rsifat umum 

ke$pada pe$rnytaan pe$rnytaan yang be$rsifat khusus, se$hingga pe$nyajian akhir 

pe$ne$litian ini dapat dipahami de$ngan mudah.
53
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Be$rdasarkan urain urain me$nge$nai siste$m upah me$ngupah pe$mbe$rsihan 

kandang sapi bapak Abdul Karim di Ke$lurahan Kandis Kota yang pe$ne$liti 

je$laskan diatas, maka pe$ne$liti dapat me$ngambil ke$simpulan: 

1. Prakte$k upah me$ngupah di Ke$lurahan Kandis Kota Ke$camatan Kandis. 

be$rdasarkan siste$m se$jak lama, yang mana upah yang dibe$rikan be$rbe$ntuk 

pe$ngumpulan kotoran yang nanti akan dijual ke$pada masyarakat pe$milik 

ke$bun me$nggunakan akad se$sara lisan, siste$m pe$ngupahan yang sudah ada 

se$jak dahulu me$njadi ke$biasaan masyarak Ke$lurahan Kandis Kota, kae$re$na 

se$suai de$ngan prakte$k upah me$ngupah pada umumnya yaitu se$te$lah 

me$lakukan pe$rke$rjaan akan me$ndapatkan upah, hal te$rse$but me$njadi 

landasan bagi pe$milik pe$te$rnakan sapi te$rse$but. 

2. Prakte$k upah me$ngupah pe$mbe$rsihan kandang sapi di Ke$lurahan Kandis 

Kota se$cara hukum Islam itu dibole$hkan be$rdasarkan Al-Urf (adat 

istiadat). Ke$re$na siste$m pe$ngupahan ini sudah dianggap biasa ole$h 

masyarakat se$hingga sampai se$karang siste$m upah me$ngupah pe$mbe$rsihan 

kandang sapi te$tap di lakukan. Jadi, upah me$ngupah pe$mbe$rsihan kandang 

sapi te$rse$but sah se$cara prakte$k pe$ngupahan pada umumnya, didalam 

hukum Islam juga dipe$rbole$hkan se$bab be$rdasarkan suatu ke$biasaan yang 

diaanggap baik. 
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B. Saran 

Be$rdasarkan ke$simpulan diatas, maka dapat dibe$rikan be$be$rpa saran, 

diantaranya se$bagai be$rikut: 

1. Diharapkan ke$pada pe$milik pe$te$rnakan supaya me$be$rikan upah se$suai 

de$ngan pe$ke$rjaan yang dilakukan ole$h sipe$ke$rja. 

2. Diharapkan Ke$pada pe$mbe$rsih kandang sapi se$harusnya se$be$lum 

me$ne$rima atas pe$ke$rjaan te$rse$but me$mpe$rtanyakan ke$se$pakatan ke$pada 

pe$milik pe$te$rnakan dan me$se$pakati pe$rjanjian atau akad yang 

dilaksanakan. 

3. Ke$pada se$mua pihak me$nge$de$pankan prinsip upah me$ngupah dalam 

be$rmuamalah, harus se$uai de$ngan hukum Islam. 

4. Pe$rlunya pe$nge$tahuan hukum Islam, se$hingga masyarakat me$nge$tahui hal 

hal yang dilarang dan dipe$rbole$hkan khususnya pada upah me$ngupah 

(ijarah). 
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Lampiran 1 

KUISIONER PENELITIAN 

 

A. Identitas 

Nama :  

Tanggal Inte$rvie$w : 

Waktu Inte$rvie$w  : 

Jabatan/Posisi  : 

 

B. Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana latar be$lakang usaha pe$te$rnakan sapi ini Bapak Abdul 

Karim be$rawal? 

2. Se$jak kapan praktik upah-me$ngupah pe$mbe$rsihan kandang sapi 

dilakukan, dan bagaimana siste$m ke$rja yang dite$rapkan? 

3. Bagaimana ke$se$pakatan upah dite$ntukan antara Bapak Abdul Karim 

dan pe$ke$rja yang me$mbe$rsihkan kandang sapi? 

4. Apakah te$rdapat kontrak te$rtulis atau pe$rjanjian lisan te$rkait upah 

dan pe$ke$rjaan ini? 

5. Bagaimana me$tode$ pe$mbayaran upah dilakukan (harian, mingguan, 

bulanan)? 

6. Apakah pe$ke$rja me$ndapatkan fasilitas tambahan se$lain upah, se$pe$rti 

makanan, akomodasi, atau fasilitas ke$se$hatan? 

7. Apakah ada aturan atau syarat-syarat khusus yang dite$rapkan dalam 

pe$ke$rjaan pe$mbe$rsihan kandang sapi me$nurut pandangan fiqih 

muamalah? 

8. Bagaimana Bapak  Abdul   Karim   me$mastikan   bahwa   praktik   upah- 

me$ngupah ini se$suai de$ngan prinsip-prinsip ke$adilan dalam Islam? 

9. Pe$rnahkah te$rjadi pe$rmasalahan antara Bapak Abdul Karim dan 

pe$ke$rja te$rkait upah atau pe$ke$rjaan, dan bagaimana pe$nye$le$saiannya? 



66  

 

 

10. Bagaimana  pandangan  Bapak  Abdul  Karim  me$nge$nai  tinjauan 

fiqih muamalah te$rhadap praktik ini, apakah sudah se$suai de$ngan syariat 

Islam? 

11. Apakah ada pe$rbe$daan upah yang dibe$rikan be$rdasarkan je$nis 

pe$ke$rjaan atau durasi waktu yang dihabiskan untuk me$mbe$rsihkan 

kandang sapi? 

12. Bagaimana cara Bapak   Abdul   Karim  me$nilai   kualitas   pe$ke$rjaan 

pe$mbe$rsihan kandang sapi, dan apakah itu me$mpe$ngaruhi be$saran upah? 

13. Apakah dalam praktik upah-me$ngupah ini, Bapak Abdul Karim 

pe$rnah me$nghadapi situasi di mana pe$ke$rja me$minta upah le$bih tinggi, 

dan bagaimana Bapak me$nyikapinya? 

14. Bagaimana tanggapan atau pe$ndapat pe$ke$rja me$nge$nai siste$m upah 

yang dite$rapkan ole$h Bapak Abdul Karim? 

15. Apakah Bapak Abdul Karim pe$rnah me$ndapatkan masukan atau 

arahan dari pihak lain (misalnya, tokoh agama atau ahli fiqih) te$rkait 

bagaimana me$njalankan praktik upah-me$ngupah se$suai de$ngan syariat 

Islam? 
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Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian 

 

 

Bersama Bapak Abdul Karim selaku pemilik usaha kandang sapi 

 

 

Salah satu kandang sapi Bapak Abdul Karim 
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Wawancara be$rsama salah 

se$orang pe$ke$rja 

Wawancara be$rsama salah 

se$orang pe$ke$rja 

 

              

Sapi Te$rnak usaha Bapak Abdul 

Karim 

Sapi Te$rnak usaha Bapak Abdul 

Karim 
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Kotoran te$rnak yang me$njadi upah para pe$ke$rja yang be$ke$rja di 

usaha kandang sapi Bapak Abdul Karim 

 

 
 

Kotoran te$rnak yang me$njadi upah para pe$ke$rja yang be$ke$rja di usaha kandang 

sapi Bapak Abdul Karim 
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Dokume$ntasi Pe$nulis di de$pan kandang sapi milik Bapak Abdul 

Karim 

 

 
Prose$s pe$ncarian pakan sapi de$ngan me$nggunakan alat pe$motong 

dan dibawa de$ngan mobil khusus pe$ngangkut paka 
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